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ABSTRAK 

PENEGAKAN HUKUM DALAM UP A YA PEMBERANTASAN 
KEJAHATANPENCURIANKENDARAANBERMOTOR 

(Studi Kasus Polsek Datang Kuis) 

OLEH 
YOPI CHAL SIDDIK 

NIM : 05 840 0056 
BIDANG HUKUM PIDANA 

Penulisan skripsi ini pada dasamya menganalisa tentang peranan yang diberikan 
oleh aparat penyidik kepolisian Batang Kuis di dalam hal memproses dan menungkapkan 
kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor ( curanmor) di wilayah hukumnya. Meskipun 
pada kenyataannya banyak kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor ini terungkap, tetapi 
pada kenyataannya angka pencurian bermotor ini bukan berkurang, bahkan semakin 
bertambah. Untuk hal yang demikian maka keberadaan kepolisian sebagai penyidik utama 
dalam kasus-kasus tindak pidana termasuk halnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 
dibutuhkan peranan yang lebih konkrit dan efektif sehingga meskipun tidak dapat 
menghilangkan sama sekali tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini tetapi paling 
tidak menguranginya. 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah "Mengapa dalam hal 
pencurian kendaraan bermotor ini, penyidik baru melakukan aktivitasnya apabila ada laporan 
sedangkan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan". 

Untuk membahas permalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara 
kepustakaan melalui bahan-bahan teori serta penelitian lapangan yang dilakukan di Polsek 
Batang Kuis. 

Setelah dilakukan pengumpulan dan analisis data maka diketahui Pencurian 
kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam delik aduan yang relatif, dimana pengaduan dapat 
diajukan oleh pihak yang dirugikan dan pengaduan itu dapat dicabut apabila adanya hal-hal 
yang barn yang ditemui dalam perkara tersebut dimana pengadu dalam hat ini adalah pihak 
yang dirugikan. Dikatakan dalam delik aduan yang relatif, karena dapat juga pencurian 
kendaraan bermotor ini ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian meskipun tidak ada pengaduan 
terhadap kasus-kasus tertentu seperti tertangkap tangan. Kepolisian adalah instansi negara 
dalam hal penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum di 
bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai berikut : Sebagai penegak hukum, 
Sebagai pengayom Dan sebagai pembimbing masyarakat. Pencurian kendarawaan bermotor 
dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai 
semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan 
kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi 
untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1 

Pada umumnya manusia itu dilahirkan kedunia ini adalah seorang diri, namun 

karena manusia itu tidak akan hidup tersendiri dan membutuhkan orang lain maka 

terjadilah sekelompok manusia yang hidup yang dalam suatu tempat tertentu. Dari 

suatu tempat tertentu itu akan· menimbulkan berbagai ragam anggota masyarakat yang 

terdiri dari berbagai macam karakter. 

Dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan 

segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya aneka ragam 

kebutuhan tersebut terjadilah problema-problema yang harus dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila 

dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka 

dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan 

apa yang inginkan tersebut. 

Dewasa ini perekonomian semakin sulit sehingga memberikan akibat semakin 

langkanya lowongan pekerjaan, sementara itu disisi lain kebutuhan masyarakat baik 

itu dalam ukuran keluarga maupun individu juga semakin meningkat, sehingga akibat 

yang lebihjauh lagi adalah semakin meningkatnya angka kejahatan. 

Salah satu kejahatan yang semakin meningkat dewasa ini adalah pencurian 

kendaraan bermotor (Curanmor), baik itu dalam bentuk jumlah, aktivitas maupun 

cara-cara pencuriannya. 
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2 

Akibat yang langsung terjadi dari semakin meningkatnya pencunan 

kendaraan bermotor ( curanmor) ini adalah selain kerugian secara material kepada 

pemilik kendaraan yang hilang tersebut juga semakin banyaknya beban kerja instansi 

terkait yang salah satunya adalah pihak kepolisian ini untuk mengungkapkan kasus 

pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini. 

Meskipun pada kenyataannya banyak kasus-kasus pencunan kendaraan 

bermotor ini terungkap, tetapi pada kenyataannya angka pencurian bermotor ini bukan 

berkurang, bahkan semakin bertambah. Untuk hal yang demikian maka keberadaan 

kepolisian sebagai penyidik utama dalam kasus-kasus tindak pidana termasuk halnya 

pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dibutuhkan peranan yang lebih konkrit dan 

efektif sehingga meskipun tidak dapat menghilangkan sama sekali tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor ini tetapi paling tidak menguranginya. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Dalam rangka penulisan karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada 

khususnya, sebelum penulis masuk kepada pokok materi, ada baiknya diberikan 

penegasan dan pengertian judul terlebih dahulu. Dalam hal ini judul yang dibahas 

adalah " Penegakan Hokum Dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Pencurian 

Kendaraan Bennotor (Studi Kasus Polsek Datang Kuis)", maka dalam tulisan ini 

dapat penulis jabarkan sebagai berikut : 
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Penegakan Hukum artinya memberantas, mencari pemecahan suatu masalah, 

menghabisi pelanggaran hukum, menyelesaikan masalah hukum.1 

Dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan adalah upaya-upaya yang dilakukan 

dalam menanggulangi kejahatan yang sudah terjadi atau yang akan terjadi yang 

ada di tengah masyarakat. 

Pencurian adalah mengambil barang atau yang berwujud benda kepunyaan orang 

lain untuk dinikmati secara melawan hukum ".2 

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang memiliki mesm yang di dalam 

penelitian ini dibatasi pada kendaraan bermotor roda dua. 

Studi Kasus Polsek Batang Kuis adalah lokasi penelitian yang akan dilakukan. 

Dengan demikian dapatlah penulis jabarkan bahwa penulisan skripsi ini pada 

dasarnya menganalisa tentang peranan yang diberikan oleh aparat penyidik kepolisian 

Batang Kuis di dalam hal memproses dan menungkapkan kasus-kasus pencurian 

kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukumnya. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Seperti diketahui bersama, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anggota 

masyarakat itu untuk mencapai kepentingannya, ada yang sama ada pula yang 

berbeda-beda, sehingga dengan demikian terciptalah aktivitas-aktivitas yang ada 

1 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, Penerbit Pustaka Amani, 
Jakarta, Tanpa tahun, hal. 495. 

2 Yan Parmady, Kamus Hukum (Belanda - Indonesia, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 
1982, hal. 791. 
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kahmya bertentangan antara sa.tu derigan yang lain. Dengan adanya jfortentiiiigan-

terutama jika dalam masyarakat tersebut tidak ada suatu kekuasaan, yaitu suatu tata 

tertib yang dapat menyeitn.bangkan usaha"'.usaha yang dilaktikah ililttik memenuhi 

kepenting-an yang berrentangltt1 terSebut. Untulc itulah dimtakatt p~mtumtt. Di.ttmmt 

keberadaan peraturan tersebut sangat _dibutuhkan di dalam mengatur tingkah laku 

masyanikat. 

instansi yang berwajib a1can memproses tindak pidana tersebut, sehingga dengan 

dentlkiari si pelaku yang terbukti melakukan perbuatim pidaiia tetsebtit akan di.triinta 

p:ertanggungj_awabrumya. Selain tatartan kerj_a untuk mempruses suatu ~buatatt 

pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maka kepada kepolisian yang 

menjadi tOnggak utania dalam memberikan pediridtirigan dan peiigayoriian kepada 

keamanan di dalam masyarakat terjadi, termasuk halnya keamanan kepemilikan atas 

kendaraan ootriiofor masyarakat. 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk melihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oteh penyidik kepolisian di 

pencurian kendaraan bermotor tennasuk halnya langkah-langkah antisipasi serta 
'----:> 

tatiili8ri kerja yang dilakUkilrt. 
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2. Untuk melihat angka kejahatan pencurian kendataan bermotOr di Folsek Datang 

Kuis. 

J. Untuk melihat bentuk pencurian kdridaraart berrilotor tersebut dilaktikart. 

c. Permuatalian 

Ada beben}pa ,permasalahan yat)g menjadi _pokok dalam ,p:enulisan skrj.psi i.nj, 

trim iirittik mengungkapkannya peritilis petlu lebih dahtilu metWiitiskaii detigan jelas 

masaJ.ah yan,g . akmt dikaJi. Ada,pun iiU1Salah yang menjndi titik rulak dalmn 

pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

" Mengapa datam hal peiictirlan kendaraan bertitotbt ini, penyidik barn melaktikart 

aktivitasnya apabila ada la,poran sedangkan _perbuatan tersebut merupakan suatu 

kejahatan ". 

n. Hipotesa 

IUpotesa disini adalah meru_pakanjawaban dari masalah y~g_ sedatig_ d~pi 

berdasarkart data yang telah ada yaitu kemuhgkiriah jalan yang harus diteiripiih sebagai 

Iangkah _pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang .t1t'rlU dibUktikan 

kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya. 

IIipotesa adalah merupakanjawaban semelitara dari sl1atu perielitian, riiaka harus 
diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu 
merupakan Jawaban yang diangg~p_ mutlak benar atau harus d~p:at dibenarkaii 
oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu 
bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu 
temyata .terjadi-,tidak-demikian setelah diadakan penelitian r .penelitian, bahkan 
mungkin saja yang temyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa 
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dikukuhkan dan bisa digugurkan. 3 

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka 

penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut : 

" Adapun pencurian kendaraan bermotor barn dapat dilakukan penyidikan oleh 

penyidik adalah dikarenakan kepolisian tidak dapat mengetahuinya selain apabila 

mereka mendapatkan laporannya dari pihak yang dirugikan yaitu pihak yang 

kendaraan bermotomya hilang ". 

E. Tujuan Pembahasan 

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk melengk:api tugas-tugas dan memenuhi salah satu persyaratan untuk 

mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hulcum Universitas Medan Area. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat/pembaca tulisan ini 

khususnya bagi bagi pihak penyidik tentang pelaksanaan penyidikan di bidang 

pencurian kendaraan bermotor ini. 

3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan 

pemikiran terhadap instansi yang terkait terutama pihak kepolisian di dalam 

mengantisipasi dan mengungk:apkan pencurian kendaraan bermotor. 

3 Abdul Muis, Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Fak. Hukum 
USU, Medan, 1990, haL 3. 
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F. Metode Penpmpttliiii. Data 

Dari penyempumaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data::data yang 

lengkaji Sebagai perbanditigatt dart mampu mendliktmg semt melengk:api swttti aruilisa 

yang. dipetlUkan dWmtt ~ttyustittrut $kripsi ini nntara lain di~rgunakan : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Perielitian kepustakaan (library Resecuch) yaitu penelitian yang masih &r8ifat 

tetiritis yan~ diperol'eh m.~laltii btiku-b~. m.()dul diktat-diktat, maupUtt 

pengetahuan um.um yang relevan denganjudul permasalahan. 

2. Perielitian Lapangan {Field Resedrch). 

:r>ertelitiatt Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yattg. tangsung dilakukaii. 

dalam praktek di lapangan yaitu di Polsek Batang Kuis dengan cara mempelajari 

kaSus yang berhubungan dengan pembahasan di atas. 

G. Sistefuatikil Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai 

berikUt: 

BABI. PENDAHULUAN 

Dalam ooh yang pertiuria iiii akan di'uriiikari teritiilig : Perigerliiiii dan 

Pentgasan Judul, Al~ Petnilihnn Judul, Pennasatahan, Hipotesa, 

Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika 

Peiitilisan. 
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TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCURIAN KENDARAAN 

BERMOTOR 

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Pencurian, 

Jenis-Jenis Pencurian, Pencurian Sebagai Suatu Perbuatan Pidana serta 

Perihal Laporan Dalam Pencurian Kendaraan Bermotor. 

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIK POLRI. 

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian 

Kepolisian, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Kepolisian Sebagai 

Penyidik, Penyidik Polri Sebagai Koordinator dan pengawas Dalam 

Penyidikan serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya 

Pencurian. 

KETENTUAN PIDANA DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA 

.MENGENAI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI 

WILA Y AH POLSEK. BAT ANG KUIS. 

Dalam bah ini akan diuraikan tentang : Proses Penyidikan Pencurian Kendaraan 

Bermotor, Kendala-Kendala Yang Menjadi Hambatan Tugas Kepolisian 

Dalam Hal Curanmor, Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Kendaraan 

Bermotor, Peranan Polri Dalam Penanggulangan Pencurian Kendaraan 

Bermotor, serta Kasus dan Tanggapan Kasus. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran-

saran. 
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BAB II 

TIN.JAUAN UMUM MENGENAI PENCURIAN KENDARAAN 

BERMOTOR 

A. PeligeH:ian Peiicuiian 

Dalam ilttiu hukum pidarta m.e11ge:nai pe:ncurlan ini telah diatut dalam 

beberapa pasal diantarariya P-asal J62 KUH P-idatm. PttSak J62 KUR Pidaiia 

alcan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, 

dengan hiikiliiian penjara selama-lamanya liiria tilhun tau ttenda sebanyak-

bartyak Rp. 900. 

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH pidana tersebut dapat kita lihat 

unstir-unstitriya sebagai betikUt : 

2. Yang diambil harus sesuatu barang 
/ ,., 

J. Datang itti hams seliliiiliriya a.tau sebagiari keptillyaan orang lain, 

4. Peng&nbilatt itU hams ctilaktikart den~an maksud untUk memiliki barang 

itu deng~ melawan hukum (melawan hak).4 

ad. 1. P-erbuatan mengambil 

• a. Soesifo, Kitab Ulidang-Undang HukUm Pidana SeHa Penjelasannya, Politeia, · '~ 
Bogor, 1984, hal. 249. 
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ha.tang. Kata ltlengambil de.lam art:i sempit terbataS pada mengger8kkan 

tempat lain. 

Sudah Iazim masuk istilah perictirian apabila orang merictlri bararig cair, 

mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, 

bahkan tenaga listrik sekariiti.g dianggap dapat dieilii dengan sepoforig 

kawat.5 

Derarti berdsatkart utaian tersebut dapat kit:a ketahtti bahwa perbtiatilti 

mengambil itu liaiiyalah apabila barrutg tersebut diam.bit oleh orang 

yang tidak berhak terhadap barang tersebut. 

ad. 2. Yang diambil hams sestiatti barang 

Kita ketahui bersama bahwa sifat tmaak t>i(iaiia l)'enctirlan ialah 

merugikan kekayan si korban, maka barang yang diambil haruslah 

berharga. Rarga ini tidak selalu bersifat ekortomis. Yartg dimakStidkati 

berupa barang mi tentu saJa barattg yIDtg dai;at dirtikttiati <>leh orang 

yang membutuhkannya. 

ad. J. Datang yang diam.bit harus seltitUhrtya atau sebagiart kepunyaan orang 

lam 

Yang dilll.akSudkan kepunyaan orang lain dalam hat itii diiri.aksiidkan 

5 Wirjono Prodjodikoro, Tindak·Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, _ / 
Bandung, 1986, hal. 15. V 
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bahwa barang yang diambil itu haruslab kepurtyaart orang Iairi at:au 

selam kepiliif.'aan orattg Y.attg.meng~bil ters~but. 

ad. 4. Pengambilan itu hams dilakukan dengan maksud untuk memiliki 

b&riilig ifu dengan melawari htiktitil 

Dalam hal mi d iittakSudka.n batiwa tihtbUlliya timbulttya petbuatilli itu 

haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki 

barang tersebut dengan cma melawan htiktirii, diliiana tetiik perouatan 

melawatt htikilltt Cialam hal mi a<hilah memiliki banttig orattg tleng~ 

cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan 

pemilikriya. 

Ia.di aengan aemildan kita telah sama-s·am.a mengetahui b~aittiana 

ilmu hukum pidana amengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata 

oordasatkan penjelasan tersebut pengertian pencllrian dalam lial iiii belum 

aapat kita lihat secara teliti <tan Jelas. Dan tidak ada menenfukah bagaimana 

yang dikatakan pencurian itu akan tetapi pencurian itu diidentikkan dengan 

perbuatan mertgambil, jadi dengan demikian perictirian ifu da.pa.t kitii iirlikan 

ialah p·erbuatan lhengambil suatu benaa atau barang kepunyaan orang. lam 

dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki 

barang/beiida tersebut. 

J'adi aengan demikiart jelaslah kita ketllhui bahwa aaapilli yang 

dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang 

yang mengambil barang/benda kepunyaan orang faitt dengan ca.ta irielawan 
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hilktitti. 

Beraasarkan uraia.n terseBut maka Jelaslah kita ketaliui tiieng¢nai 

pencurian tersebut di atas. 

B. JeniS-Jenis Peiicurian 

Meiigertai pe1tcUriart irti iltttu huktutt pidatta m·en~~~ldh~ petbUAtan 

tetseotit dalam perbtiataii kejEihatati tethadap kekayaan otartg. Dalmn htikiliti 

pidana meng'¢nai penclliian ihi diatur dalatti beoerapa pual dimana s'ecara 

garis besamya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362, 363, 364 yang mana 

peribiliian dari ketiga pasal tetsebtit dertgan sebtitari pencurian biasa, perictirian 

petttoeratan datt p'en'curian riligan. 

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita 

trielihat dalam Kitab Urtdang-Uridang RtikWii Pidarta ada beberapa jenis 

mengenai pertclliian diantatanya adalah : 

1. pencurian temak, 

2. Pencurian pada waktti ada kebakaran dart sebagairtya, 

3. Penclliian patla waktU malam. 

4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama. 

s. Penciliian dertganjalan menibongkar, merusak. 

6. PencUrian dengart perkosaan. 

7. Pencurian ringan. 
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Sebagairtiana penulis tirllikan di at:aS bahwa mengenai pericuriim 

terseBUt secara gms besamya aaalab. terdiri dari pencUrian Biasa, t>encudan 

pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang 

peril.dis makstidkaii diatut dalam pasal J62~ J62, dari J64, J65. 

Mengenai pencuna.n biasa diatur dalam pasal 3'63 KUH Pidfilia diliiana 

mengenai ketentuan pasal ini telah penulis uraikan dalam pembahasan 

· · ··t.; ~1 ·' '·· .... seuci Wilnya. 

- Pasal 363 merig.afifr tentartg pehctihan aeng·an pemberatatt,_ amfana pasat 

363 ini berbunyi sebagai berikut : 

- Dengan huku.man penjara selama-lari1.anya tujtih tiiliilil, dihtikiliri karena: 

I e. Peii.cUrian hewan 

2e. Pertctirian pada waktti kebakaran, Ietusan, banjir, getnpE:t bumi, geiripa 

taut, lerusan gumirig api, kapal karimi, kapal teraampar, kecefukaan 

kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan 

le. Perictirian pada wakt\i malatn dalam sebWili tumah atau pekarangan 

yang tenurup yahg a<:ta rumahiiya, dilaktikan oteh orang yang_ a<:ta 

diditu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang 

..... , b"···h""1;,. . yang er c:IA. 

4e. Pencllrian dilaktikan oteh du.a orang bersama-·sa.ma atati lebih. 

Se. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat 

kejahata:rt itti atau dapat mericapai ha.tang untuk diwnbilriya, dengan 
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memakai klinci paJ.su, periribih palsu atau pakaiart jabatiih patsti. 

Selanj~tnya ineiigenai pencWian pemBeraum iiii aalam KUHP ctapat 

kita jumpai dalam beberapa pasal : 

- Paaal J65 KUJI Pidana yang biliiyi.iiya sebagai betiktit : 

(1) Deng·a.n hUkiliilan p'<~hiara ·selama-Iamanya semBilan Ulliun dili\ikiliri. 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman 

kekerasart terhadap oriin.g, detigan itiakSud akan metiyiapkan atau 

memuC:Wikari penciliian itU iika tenangkap biligari. supaya aaa 

kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut 

melakokan kejahatan itu akan melarikan diri atiiti supaya bahliig yang 

aicilii itu tetap aaa ai tangannya. 

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan : 

1 e. Jika perbuatan itu dilaktikan pailii waktti malam di dalam sebiiah 

rum.ah a.tau peka.rang·an yang tertUfilp yang a.aa iiiliia.fuiya atau di 

jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang 

berjalan. 

2e. Jika ifotouatan itu ailakilkan oieh dilii orang be:rsarna-sama atau 

lebih. 

Je. Jika diteI"Salah masUk ke tempat melaktikan kejaliatan itti derigan 

Jafan memB«>ngkar ·mu memanJat atau aeng~ jalan memakai 

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada oriilig mertdapatkari IUka berilt. 
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(J) Huku.man penjara selama-lamartya linia betas tiilitiri dijattihkari jika 

kai'ena perbuatan ifil ada orang mati. 

(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara 

sementara selama-lamanya dua pultih tilhtitt dijattihkan, jika perbuatan 

ifil menjhl:likah ada orang menda.pat IUka oerat ata.u mati, dilakilkati 

oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu 

hat ymg diterangkan dalrun No. 1 ililh J. 

Jaai aengan demikian cfapatlali kita ket:aliili bahwa dalam hat pencunan 

ini kita kenal adanya aistilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan 

kata lain adartya istifah pencurian pemberatan. Derigati deriiikiari tiliibul 

pertanyaan bagi kita bagairiiriakah yang aimiliudl<llli dehgan p·end.iiian 

dengan pemberatan tersebut ? 

Jadi dengan adanya uraiati mengeriai pembetatan hilld.iriiari dalam hal 

iieiicurian ters.ebut di ataS ·sebagaimana yang afatur &lam pasal 363 Wili 265 

KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut : 

1. MakSudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 1o1 KUR Pidaria yaitli 

semua iiiacam Biifatang yang memamah biak:. Penciliian hewan aiariggap 

berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting. 

2. Bila pencurian itu dilakukati pada waktu ada kejadiati macam malapetaka, 

hal ihi dlancam htiktiiiian tebili berat karena paaa wakfu itu ·semacam itti 

orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, 

sedang orang yang mempetgilliakan saat orartg laiii mertdapat celili iiii 
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untuk berouat kejithata.n adalah orang yang rendha btidinya. 

3. Apal>ila peiicuriah ifu ctilakllkan pada w8kfil malam dalli.hi rum.an. atau 

pekarangan tertutup yang ada rumahnya. 

4. Apabila pencurian itu dilaktikan oteh dua orang atau lebih. Supaya iriasuk 

dalam foil ilii maka dua aoriilig atau Iebili ifil ·s·e:mua. hams oertiiiaak seoagai 

pembuat atau turut melakukan. 

5. Apabifa dalain penctuian itti perictirl tttasukketempat kejahataii ataii iirifuk 

meiicapai barang yang iliri. dictiriiiya deiigan jalan niemoon.gkar, 

memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan. 6 

Dengan deinikian stidah jelaslah kita ketiilitii bagairiiana fotak 

pemberatan aa1am. pasal 363 rum. 365 KUH Piaana terseBut, diliifilia 

pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman 

pidana ditambah l/J dari hukuman pokokrtya. Hal ini dilaktikari adafah karena 

perbuatan itU ·suaah merupakari gabtirigan pernuatiili pidaria an.tara pehcurian 

dengan adanya kekerasan. 

Jadi betdasarkan utaiart tetsebut di atas sudah jelas kita ketiiliui bahwa 

aaiam. hat penctirian iiii aaa dikenaI lfonctirian deiigan pemberatan 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 KUH Pidana. 

Dan selanjutnya niertgeriai jenis periciliian yang kita kerial dalam 

hl.ikiliii pidana ada juga disebUt deiigan pebclirian ringan, dim.ma mengenai 

6 Zamnari Abidin, Hukum Pidana Dalam Skema, Ghalia Iridohesia, Jakarta, 1984, hat. 
68. 
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pericurioo ringan ini secata jelas diatur dalam Pasal J64 KUR Pidana yang 

liiliiyiliya seBagai beriktit : 

- Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 begitu juga apa yang 

diterangkan dalam pasal J6J, asal saja tidak dilaktikan dalam sebii&h 

riiliiali atau dfilam pekarangan yang terti.itup yang allil rumaliliya, mili jika 

harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, 

dihukUm sebagai pertctirian ririgan deiigart htiktiiiian selama-lamanya tiga 

butan atau derida ·sebfiliyak-banyakriya RP- 900. 

Ketentuan dalam pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian 

ririgan, dirtiarta hal irii diattikan sebagai betiktit : 

- PencUrian. biasa asal harga barang yang dfoilii tidak tebili ctari RP- 2so. 

- Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak 

lebih dari Rp. 250. 

- Pencurian dengan masllk ke tempat barang yang diambilliya derigan jalan 

membongkar, memecah dan sebagainya. 

Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengehai pertctitiart tiligan iiii dafam 

kUH Pidaria dfafilr dafam lfasal 3-64 dalam KUHP. Selanjutriya mengeriai 

pencurian ini selain hal tersebut di atas jenis-jenis pencwian ini masih ada lagi 

kita kenal dengan istilah pencurian dalam kalangan keltiatga setfagairiiana 

dalam Pasal 3o7 KUH Pidaiia. 
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c. Pencurian Sebagai Suatu Perbuataii Pidana 

Perbuatiili pidfilia adalfili suaru istilan yang mengandiliig suatti 

J:fohgertian daSat dalam ilrtiu hUld.Utl pidana, sebagMi istilah yang dibetittik 

derigan kesadaran dalam memberikari cfri terl:erifu pada penstiwa liU.kiliii 

pidana. Perbuatan pidana merupakan pengertian yang abstrak dari peristiwa

peristiwa yang korikrit dalWti tapangan htikiliit pidatla, se11ittgga petouaum 

pidana harusfah sebagai sillitii i>eiigertian yang bersirat iliriiali yang liaiiis 

ditentukan dengan jelas unruk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai 

dalarn kehidupan iiiasyatakat. Ada kalartya istilah dalwn pertgettian htiktitri 

tetah iiienjadi istilah dalam kehidtipan masyariikat, atau sebatikriya istil8li 

dalam kehidupan masyarakat yang dipergunakan sehari-hari dapat menjadi 

istilah dala.ni pengertian hukUin, misalnya istilah petcobaan sertgaja dart lain 

sebasaiiiya. Seoelwn meriJefaskan arti peritirignya iStilah perbuatan pidaiia 

sebagai pengertian hukum, terlebih dahulu dibentangkan tentang pemakaian 

istilah petbtiatiin pidana yang beraneka ragam. 

Di dalam peruridarig-un'darigan dipilii istifah pernuatan pidaria (di 

dalam Undang-Undang Darurat 1951 No. 1), peristiwa pidana ( di dalam 

Koristitusi RIS maupun Urtdang-Undang Dasar Sementa.ta Tahun 1950), dari 

tiifdak pidana sebagai istilah yang seririg dipergunakari dalam Und~g-Uridang 

pemberantasan subversi, korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam 

bebetapa litetatttte setirtg dipttkai istilah pelanggarwt pidwta, petbuatan yang 

boteli dilitikilih, perkara liUktiriian perdata Clari Iaii:i sebagairiya. Di dalam ilriiti 
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pengetahuan htiktirti secara universal dikenal dengan istilah delik. 

Maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa tindak pidana 

dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing 

strafbaar feit. Namun belum jelas apakah di saniping mengalihkan bahasa darl 

i~til~ straibaar feit itu, di.maksucikan unt¢c mengal~ m~a dari 

pengertiannya juga. Oleh karena sebagian besar ahli hukum di dalam 

karangannya belum dengan jelas dan terperinci menerangkan pengambil 
. . . .. , .. .... . . . .. , . . ·-· . . . . ' . , . .. . 

alihan pe:11gertiannya istil@, cli ~~ping seke.ciar 1,11,eJ:lgalUika,Ii l>@a,s~y~ lud 

ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan. Dipandang dari 

sudtit pengalihari pengertian inilah yang banyak irieniinbulkari persoalaii, 

~h,nana mashig~m~ing plhak seoiaii-olali 111empunyai perbedaan jal1A sep_eJ1i 

antara bumi dan langit. Apakah terjadinya perbedaan istilah itu membawa 

kibat pula berbedanya pengertiari hukilin yang terkaridung di dalamitya. 

Memaiig deinikfanl8h pada iimtimnya, tiaiiiiin tidak iiuidak bahwa adanya 

istilah yang berbeda selamanya mesti pengertiannya berbeda, sepertii misalnya 

arttara staf dan maatregel, adalah berbeda, sedangkan aritara 

beveiligingsinaatregel daii niaatregel adalah sama, mekipliii keseniiiiiriya ifu 

menyangkut sanksi hukum pidana. 

Selain itu ditengah-tengah masyatakat juga dikeria1 istilah kejahatim 

yang meritirijtikkan pengertiari perbiiatari melanggar noriria derigan riieridapat 

reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana, dan masih ada 

lagi istilah ' kejahatan " meniliilt arti krimiriofogi, yang tciitldiit irii batas-
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batasnya terlampau luas kilreha mertcakup semua perbuatan tetcela atau tidak 

susila. Kejahatan dalam arti hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat 

itu tidak lebih dari arti perbuatan pidana. 

Apakah isi pengertian dari perbuatan pidana itu sama dengan stratbaar 

feit ? Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah merupakan 

alih bahasa dari strafbaar feit, akan tetapi selanjutnya tentang isi pengertiannya 

tiinbul di antara para sarjana htikilill. 

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljatno 

pada upacara peringatan dies Natalies ke-6 Universitas Gajah Mada: 

Rahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok 
pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak 
mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan 
karena orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui 
kebenaran ucapan van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang 
berbuat ada hubungan yang erat dan talc mungkin dipisah-pisahkan. Maka 
dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. 
Dengan demikian pokok pengertian tetap pada perbuatan, kata yang 
pertama dari yang majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan 
perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di 
luar ati perbuatan p"idana. 7 · · · · 

lain a.dalah memberikan pengertian perbuatan pidana sesuai dertgan arti 

strafb.aar feit dalam definisi menurut hukum p.ositif atau definisi pendek. Bagi 

VOS memandang defmisi strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang 

7 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta,/ 
1978, hal. 51. 
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diancatti pictana oleh peraturart uridartg-undaiig, jadi suatu kelakuatt yang pada 

umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Terhadap apa yang dimaksud 

dengan strafbaar feit, adalah sebagai feit yang oleh peraturan undang-undang 

dirumuskan sebagai petbuatan yang dapat dihtiktun atau feit yang dapat 

diancam pidana oleh undang-undang. 

Jadi apabila rumusan strafbaar feit dari Simons diperbandingkan 

dengah Porttpe, ditinjau dari segi kepustakaan dapat dikatakan bahwa Simons 

mempunyai pandangan klasik atau tradisional, sedangkan pompe menganut 

pandangan baru yang telah berkembang. Namun dapat pula dikatakan 

partdangan Simons masih mempunyai arti dalam doktrin ilmu pengetahuart 

hukum pidana. 

Konsekwensi dari rumusan strafbaar fait menurut pandangan Pompe, 

Johkers dan Vos maka disitu telah tumbuh pemikiran baru bahwa perlu adanya 

pemisahan antara de strafbaarheit van het feit dan de strafbaarheid van de 

dader. Dengan kata lain tumbuh pemikiran baru tentang pemisahan antara 

petbuatan yang dilarartg dengan anca.hlan pidana dan orang yang melanggar 

larangan yang dapat dipidana, yaitu di satu pihak tentang perbuatan pidana dan 

di lain pihak tentang kesehatan. 

Dari uraian di atas dapatlah dipahami suatu pengertian tenta.ng 

perbuatan pidana dimana pencurian termasuk salah satunya dari perbuatan 

pidana karena dilarang oleh undang-undang serta mengakibatkan kerugian 

secata matetial bagi pihak yang dicuri bendanya. 
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D. Perihal Laporan Dalam Pencurian Kenderaan Bermotor 

Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik 

dengan sebutan delik, yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa pidana itu 

dirumuskan dalam undang-undang adalah dengan cara sebagai berikut : 

1. Dengan cara menggunakan atau memakai unsur-unsur dari peristiwa 

pidana itu sendirL 

2. Dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsur

unsur dari peristiwa pidana. 

3. Merupakan gabungan antara unsur-unsur dengan kwali:fikasi juridis. 

Dimana diketahui selanjutnya bahwa adapun unsur-unsur dari suatu 

peristiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang 

terletak di luar dari si pembuat dan juga unsur yang bersifat objektif yaitu 

unsur yang terdapat pada diri si pembuat itu sendiri. 

J adi dengan demikian kembali kita kepada masalah delik aduan 

tersebut sebelum membahas delik aduan secara tersendiri. 

KUH Pidana tidak ada menentukan apa yang dimaksud dengan delik 

aduan, akana tetapi apabila kita melihat penjelasan pasal 367 KUH Pidana 

dimana pasal ini menentukan bahwa pencurian adalah merupakan delik aduan, 

yang maksudnya penuntutan dalam perkara ini terjadi apabila adanya 

pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan selanjutnya mengenai cara 

melakukan pengaduannya secara jelas diatur dalam pasal 72 ayat (1) KUH 

Pidana yaitu : 
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1. Anak:-anak: di bawah umur 16 tahun bila hendak: mengadak:an pengaduan 

harus diwak:ili oleh: 

W ak:ilnya yang sah dalam perkara yaitu orang tua atau walinya. 

Wali pengawas, kalau orang yang harus diadukan itu adalah orang tua 

atau walinya sendiri. 

2. Orang-orang dewa~a yang berada di bawah pengampuan bila hendak: 

mengadakan pengaduan harus diwakilkan oleh pengampu atau curatomya 

yang meneruskan penuntutan perkaranya, sedangkan yang dapat menjadi 

pengadunya ilah isterinya atau yang masih sekeluarga dengannya melalui 

garis lurus maupun menyamping sampai derajat ketiga. 

Selanjutnya perlu diketahui mengenai pengaduan ini undang-undang 

(KUHP) menentukan jangka waktu untuk mengajukan pengaduan terhadap 

perbuatan pidana tersebut. Mengenai pengaduan tersebut secara jelas diatur 

dalam pasal 74 ayat (1) dimana batas waktu untuk mengajukan suatu 

pengaduan terhitung mulai sejak pengaduan benar-benar mengetahui dan 

mengerti akan duduk persoalan yang sebenamya dari perkara yang akan 

diadukannya tersebut sampai dengan : 

l. Jangka waktu selama 6 (enam) bulan, bila pengadu berdiam di wilayah 

Indonesia. 

2. Jangka waktu selama 9 (sembilan) bulan bila pengadu berdiam di luar 

wilayah Indonesia (di luar negeri) kecuali pasal 293 ayat 3 KUHP yang 

menetapkan. 
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3. Jangka waktu selama antara 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 bulan, 

khusus bagi pengadu yang belum dewasa untuk mengaduk:an perbuatan 

orang lain yang telah dewasa terhadap dirinya berdasarkan pertimbangan 

bahwa : orang yang belum dewasa karena masih rta-rata rendah 

pengetahuannya tentang huk:um dan masih lam.bat pula daya pikirnya, pada 

umumnya akan ragu-ragu atau untuk sementara waktu mula-mula takut 

untuk mengaduk:an perkara yang menimpa dirinya. Sedangkan rasa takut 

atau ragu-ragu itu dapat saja timbul karena ia amendapat ancaman dari si 

pelaku bila sekiranya ia mengadukan perbuatan si pelaku itu kepada orang 

lain. Akibatnya bila yang menjadi korban itu adalah orang-orang yang 

belum dewasa. 8 

J adi berdasarkan uraian terse but di atas maka secara um um telah dapat 

kita ketahui bagaimana kira-kira gambaran tentang delik aduan itu. Akan 

tetapi untuk memperjelas pembahasan ini maka penulis akan memberikan 

kesimpulan atau definisi secara defenitif mengenai arti dari delik tersebut. 

Menurut Satochi Kartanegara delik aduan itu adalah suatu delik yang 

perkaranya baru dapat dituntut bila telah adanya pengaduan dari pihak yang 

berkepentingan atau penuntutan tersebut, tanpa adanya pengaduan maka delik 

terse but tidak dapat dituntut perkaranya. 9 

8 A. Ridwan Halim, Tanya Jawab Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, 
hal. 158 

9 Satochid Kartanegara, Kumpulan Kuliah Bagian I, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 
1982, hal. 88. 
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Dengan demikian maka jelaslah sudah kita ketahui mengena1 

pengertian delik aduan tersebut. Demikian juga halnya dalam bidang 

pencurian ini maka apabila korban pencurian tidak mengadakan pengaduan 

kepada pihak yang berwenang maka tindakan hukum tentu tidak dapat 

dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal membongkar tindakan pencurian 

tersebut. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pencurian kendaraan 

bermotor roda dua termasuk delik aduan. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIK POLRI 

A. Pengertian Kepolisian 

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan 

pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagamana diatur di 

dalam Pasal l ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang berbunyi : 

" Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ". 

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah 

lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan 

oleh perundang-undangan. 

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 

Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. 

Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 

Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang

Undang Hankam. 

Sebelum berlakunya Undang-Undan~ No. 2 Tahun 2002 yang mencabut 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 maka Kepolisian ini tergabung di dalam 

sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian 

merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai 
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dengan perkembangan zaman dan bergulimya era reformasi maka istilah Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional 

Indonesia clan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan 

bersenjata lainnya. 

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian 

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa 

tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan 

Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali 

pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang 

tersebut sebagai berikut : 

I. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU No. 2 Tahun 

2002). 

Pasal 13 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

b. Menegakkan hukum dan, 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan : 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

Kepolisian Republik Indonesia bertugas : 
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a. Melaksanakan pengaturan penjagean, pengawalen dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat clan pemerintah sesuai kebutuhan 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, clan kelancaran lalu lintas di jalan, 

c. Memhina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-unqangan. 

d. Tunrt serta dalam pembinaan hukumk nasional, 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 

f. Melakukali koorclinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa, 

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan, 

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian, 

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, clan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi 

manusia, 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 
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' 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentinganya 

dalam lingkup tugas kepolisian, serta 

I. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 

f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian ini maka perihal kerjasama masyarakat 

sangat menentukan efektif tidaknya pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Tetapi 

nyatanya masyarakat secara secara aperiori sud.ah memberikan nilai yang kurang baik 

khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. 

Ada dua hambatan besar dihubungkan dengan peranan Polri dalam 

menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan 

yang tumbuh di tengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dari rumusan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, mandat (tugas) yang 

dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan 

memelihara keamanan dan ketertiban. 

Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak hanya 

memberikan bantuan atau melayani (support atau service) yang menyenangkan kepada 

pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik mengambil 

tindakan korektir yang menyakitkan. Control dan support merupakan dua karakter 

fungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berbasil 

menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Hambatan lainnya adalah 
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dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh masyarakat ( dipercayai 

belum tentu disenangi). 

Hasil temuan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM tahun 1999 dalam 

penelitiannya di enam Polda mengungkapkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Tinggi rasa tidak aman masyarakat, 
2. Pelayanan polisi dipersepsi oleh masyarakat justru mempersulit, 
3. Kehadiran anggota polisi dirasakan oleh sebagian anggota masyarakat 

berkesan mengancam. 
4. Kecenderungan dark number yang cukup besar. 
5. Tingginya pelanggaran hukum dan etika aoleh anggota polri, 
6. Citra pribadi anggota Polri yang negatif di mata masyarakat_ to 

Di samping itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan : jati diri anggota Polri 

yang militeristik, intelektualitas anggota Polri di lapangan yang rendah, sikap kerja 

yang tidak proaktif dan kreativitas yang rendah, orientasi tindakan pada keselamatan 

dan kelanggengan karir, serta kemandirian lembaga yang rendah. 

Hasil penelitian lapangan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro 

Jaya mengungkapkan antara lain : 

1. Penegakan hukum terpilih cukup tinggi ( dua pertiga pelanggaran dibiarkan 
berlalu dan hanya sepersepuluh yang ditilang). 

2. Bias dalam penindakan dengan mengistimewakan kendaraan dan pelanggar 
tertentu, 

3. Tindakan yang dipenagruhi sikap pelanggar terhadap polisi 
4. Pungli/penyelesaian damai yang melibatkan sekitar 90% subyek. 
5. Sikap arogan masih ditunjukkan oleh sebagian subyek.11 

Hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan antara lain : 

10 Farouk Muhammad, Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Polri, Jumal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 - September 2000, hal. 32. 

11 R.E. Baringbing, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 
2001, hal. 33. 
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1. Ketakutan mencari masalah dengan atasan (intervensi). 

2. Tidak tersedianya kebijakan penegakan hukum yang jelas, 

3. Reward and punishment yang tidak konsisten, 

4. Salah urus sumberdaya 

5. Dukungan peralatan dan biaya operasional yang tidak memadai. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, di 

samping secara organisatoris Polri kurang efektif dalam menjalankan misinya, 

individu anggota Polri masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif dalam pemberian 

layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). 

a. Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang, 

b. Penuntutan imbalan materi uang, seperti pemerasan pungli dan denda damai. 

2. Kualitas penyajian layanan (quality of service delivery). 

a. Tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan 

pennintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang 

tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu, 

b. Patut disesalkan dari sudut etika Seperti arogan, tidak sopan, lamban dan tidak 

memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita secara patur. 

Melihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleksnya kedudukan polisi 

dalam suatu sistem penyidikan, sehingga kekomplekan tersebut akan mengakibatkan 

penyalahgunaan wewenang dari polisi yang melakukan tugasnya. 
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C. Kepolisian Sebagai Penyidik 

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di 

dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah 

segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai 

dengan perundang-undangan. 

Apabila kita membandingkan keberadaan kepolisian sebagai penyidik 

kejahatan narkotika maka perihal tersebut tidak ada diatur secara jelas di 

dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Tetapi apabila dilihat secara umum 

tentang tugas clan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 2 

Tahun 2002, kepada polisi maka dapatlah dimengerti bahwa tugas penyidikan 

tersebut berada di dalam lingkungan tugas dan wewenang kepolisian. 

Hal ini ditemukan pengaturannya dalam pasal 14 ayat (1) huruf a yang 

berbunyi " Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang

undangan yang berlaku ". 

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan 

bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat komplek dan rumit sekali 

terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan. 
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D. Penyidik Polri Sebagai Koordinator dan Pengawas Dalam penyidikan 

Pegawai negeri sipil dalam suatu instansi pemerintah yang telah 

diangk:at oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik pegawai negeri sipil, 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berada di bawah koordinasi 

Kepolisian, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 

1981 (KUHAP) dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : 

~enyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai 

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya 

masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi 

dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. 

Dari ketentuan pasal itu berarti pejabat pegawai negeri sipil harus 

mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Polri. Sekarang timbul 

permasalahan pada kita, hubungan kerja yang bagaimana yang dimaksud 

disini. 

Bahwa dalam hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat 
• 

pegawai negeri sipil yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ini 

adalah meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan 

pemberian bantuan penyidikan dari penyidik kepada penyidik pegawai negeri 

sipil adalah didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional. 12 

Bahwa apa yang dimaksudkan dengan hubungan kerja antara penyidik 

12 Riduan Syahrani, Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, / 
1983, hal. 12. 
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Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah hubungan kerja fungsional 

untuk mewujudkan koardinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam 

melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Polri dengan instansi pemerintah 

lainnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana tertentu. 

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan demi kelancaran 

pelaksanaan hubungan di atas, maka oleh Departemen Pertahanan Keamanan 

Marakas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan petunjuk 

teknis No. Pol : Juknis/05/XI/1983 tentang hubungan kerja antara 

penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, kemudian dilanjutkan 

dengan surat keputusan kepala kepolisian Republik Indonesia No. Pol : 

SKEP/369JX/l 9.85 tentang mekanisme koardinasi dan pengawasan pejabat 

pegawai negeri sipil. 

Baildah dari kedua peraturan -peraturan tersebut kita akan behas 

pelaksanaan hubungan kerja antara penyidik polri dengan pejabat pegawai 

negeri sipil yang antara lain hubungan kerja itu meliputi : 

1. Koordinasi, 

2. Pengawasan, 

3. Pemberian petunjuk, 

4. Bantuan penyidikan, 

5. Bantuan taktis. 
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ad. 1. Koordinasi 

Kaordinasi adalah hubungan kerja antara penyidik Polri dengan 

pejabat pegawai negeri sipil, dalam rangka pelaksanan penyidikan tindak 

pidana yang menyangkut hidang tertentu, atas dasar hubungan fungsional 

dengan mengindahkan hirarkhi masing-masing. 

Bahwa pelaksanaan daripada koordinasi ini dalam bentuk/pola 

pelaksanaannya ialah : 

a. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama, 

a tau 

b. Mengadakan rapat;apat herkala atau waktu-:waktu tertentu yang dipandl.Ulg 

perlu, atau 

c. Menunjuk seorang atau lebih pejabat-pejabat dari maisng-masing yang 

dianggap mampu sebagai penghubung, 

d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang 

penyidikan. 

ad. l. PengawMan 

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh 

kegiatan penyidikan pejabat pegawai negeri sipil dalam rangka pel~aan 

penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang 

dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan ini, yaitu tentang 
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bagaimanakah bentuk/pola pengawasan dilakukan oleh penyidik Polri, maka 

marilah kita lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 1281 jo petunjuk teknis 

Nomor Pol : Juknis/05/XI/1983. Adapun bentuk/pola pengawasan itu adalah 

sebagai berikut : 

a. Pejabat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana 

tertentu yang tennasuk lingkup bidang tugasnya, maka pejabat penyidik 

sejak awal diterimanya laporan/pengaduan wajib memberitahukan kepada 

penyidik Polri (pasal 107 ayat (2) KUHAP). 

b. Dalam hal tindak pidana yang sedang dilakukan oleh penyidikan oleh 

penyidik pegawai negeri sipil, diketemukan bukti yang kuat untuk diajukan 

kepada penuntut umum, maka pejabat pegawai negeri sipil wajib 

melaporkan (laporan perkembangan penyidikan) hal itu kepada penyidik 

Polri. 

c. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri 

sipil, ia segera menyerahkan basil penyidikannya (laporan dan berkas 

perkara) kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat (J) 

KUHAP). 

d. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan, maka 

wajib segera memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri dan penuntut 

umum. 

Adapun alasan-alasan penghentian penyidikan adalah : 

a. Tidak cukup bukti. 
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b. Perkara tersebut bukan tindak pidana, 

c. Dihentikan demi hukum karena : 

1) tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu 

antara lain : tindak pidana penyeludupan, tindak pidana ekonomi dan 

tindak pidana korupsi. 

2) Kadaluarsa penuntutannya, 

3) Pengaduan tindak pidana dicabut kembali, 

4) Perkara pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

5) Penyelesaian di luar sidang pengadilan. 

ad. 3. Pemberian petunjuk 

Petunjuk adalah tuntutan atau bimbingan teknis penyidikan yang 

diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam 

rangka pelaksanaan penyidikan, bimbingan itu baik teknis maupun taktik. 

Bahwa demi untuk menjamin terselenggaranya koordinasi dan 

pengawasan itu dengan sebaik-baiknya, maka oleh penyidik polri memberikan 

petunjuk-petunjuk serta diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung 

jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Adapun 

dasar daripada pemberian petunjuk ini dapat kita lihat dari ketentuan Undang

Undang No. 8 Tahun 1981. 

Pasal 107 ayat (1) menyebutkan: 
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Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a 

memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf b 

dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan ". 

Kemudian alebih lanjut dalam penjelasan undang-undang No. 8 Tahun 

1981 dinyatakan : 

Ayat(l): 

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta 
atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan 
bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 
6 ayat (1) hurufb. Untuk itu penyidik sebagaimana tersebut pada pasal 6 
ayat (1) hurufb sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu 
kepada penyidik tersebut pada pasaJ 6 ayat (I) huruf a. l3 

Demikianjuga ketentuan dari pasal 107 ayat (3) : 

" Dalam hal tindak piruma telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada 

pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan basil penyidikannya kepada 

penuntut um um melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat ( 1) huruf a ". 

Di dalam penjelasannya disebutkan : 

"Laporan dari·penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) hurufb, 

kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a 

disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum. 

Demikian juga halnya aapabila perkara pidana itu tidak diserahkan akepada 

penuntut umum ". 

13 Soedjono, Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHAP, Alumni, Bandung, 1983.?.--
bal. 21. 
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Demikianlah beberapa dasar clan pedoman penyidik Polri dalam 

rangka memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil 

dalam melaksanakan tugasnya yang pada pokoknya pemberian petunjuk itu 

meliputi: 

- Taktik dan teknik peny.idikan, 

- Taktik dan teknik penindakan, 

- Taktik clan teknik pemeriksaan. 

- Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan 

penyidikan. 

- Pembinaan administrasi penyidikan clan statistik kriminal. 

ad. 4. Bantuan penyidikan 

Bahwa adakalanya sarana dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik 

pegawai negeri sipil dalam upaya melakukan penyidikan tidaklah selengkap 

dan sebaik sarana dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik Polri, sehingga 

dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penyidikan, kemungkinan besar 

mereka harus meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Polri, baik 

bantuan teknis maupun bantuan taktis. Adapun bantuan teknis adalah berupa 

keahlian, yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian yang 

meliputi identi:ftkasi clan laboratorium kriminal : 

a. Identiftkasi : 

1) pengolahan basil pemotretan kriminal, 
----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 26/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yopi Chal Siddik - Penegakan Hukum dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Pencurian....



40 

2) Pengambilan dan pengembangan serta pengolahan sidik jari. 

b. Laboratorium kriminal : 

Pemeriksaan seoara laboratorium terhadap barang bukti yang diketemukan 

meliputi: 

1) Pemeriksaan kimia kehakiman, 

2) Pemeriksaan racun kehakiman, 

3) Pemeriksaan fisika kehakiman, 

4) Pemeriksaan balistik kehakiman, 

S) Pemeriksaan kedokteran kehakiman. 

6) Pemeriksaan dokumen kehakiman. 

7) Pemeriksaan uang palsu kehakiman. 

ad. S. Bantuan Taktis. 

Yang dimaksud dengan bantuan teknis, yaitu berupa tenaga dan 

peralatan dalam rangka penyidikan oleh penyidik polri dalam rangka 

membantu penyidik pegawai negeri sipil di bidang tindak pidana tertentu 

sepanjang hal itu memenuhi ketentuan undang-undang. 

Bahw bantuan tenaga dan peralatan yang diberikan oleh penyidik Polri 

kepada penyidik pegawai negeri sipil ini dalam ujudnyaa dapat berupa tenaga 

personal, terutama dalam rangka melakukan upaya dan penyitaan. Demikian 

juga bantuan berupa peralatan dalam rangka menunjang suksesnya penyidikan, 

seperti misalnya persenjataan, alat transportasi clan lain sebagainya. 
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Jadi demikianlah beberapa bentuk pola pelaksanaan daripada 

hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil 

dalam rangka perwujudan koordinasi dan pengawasan dalam proses 

penyidikan tindak pidana tertentu yang dalam hal ini tindak pidana di bidang 

imigrasi. 

Oleh Surat Keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. 

SKEP/369/X/1985 diatur mengenai mekanisme pelaksanaan koordinasi dan 

pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di bidang pembinaan. Mekanisme 

tersebut meliputi : 

a. Hubungan kerja secara koordinatif fungsional dalam pelaksanaan 

akoordinasi dan pengawasan, dilaksanakan langsung oleh Direktorat 

Reserse ( cq Subdit Korwas PPNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur

unsur Korwas PPNS pada Kesatuan kewilayahan (Polda, Polwil, Polres). 

b. Hubunagn kerja dilaksanakan secara horizontal fungsional dengan tidak 

menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal dengan 

pengaturannya sebagai berikut : 

1) Tingkat departemen/instansi berhubungan dengan Subdit Korwas PENS 

pada Direktorat Reserse Polri. 

2) Tingkat Kanwil berhubungan dengan unsur Korwas PPNA pada 

Satserse Polda. 

J) Tingkat Kantor kabupaten berhubungan dengan unsur PPNS pada 

Satserse Polwil/Polres. 
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c. Pendidikan pada pnns1pnya dilaksanakan oleh Subdit Korwas PPNS 

Ditserse dengan mekanisme pelaksanaannya dapat diatur sebagai berikut : 

1) Disentralisir oleh Subdit Korwas PPNS untuk PPNS dari seluruh 

departemen/instansi di Pusat maupun di daerah, 

2) Dilaksanakan oleh unsur Korwas PPNS pada setiap Polda dengan 

koordinasi dan pengawasan dari Subdit Korwas PPNS Ditserse atau 

unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan. 

d. Pertemuan/rapat-rapat berkala dilakukan oleh Subdit Korwas PPNS 

Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan Kewilayahan. 

E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian 

Kejahatan adalah merupakan suatu hasil dari faktor yang beraneka ragam, 

faktor itu tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa 

ada pengecualian. 

Secara umum dapat kita ketahui bahwa terjadinya suatu kejahatan yang 

dilakukan oleh seseorang disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu: 

1. Faktor Ekstem (dari luar si pembuat) 

2. Faktor Intern (dari dalam diri si pembuat) 

ad. I: Faktor Ekstem 

Faktor ekstem dalam hal ini datangnya dari luar tubuh si pelaku, di mana 

terjadinya kejahatan ini terutama datangnya dari lingkungan seseorang itu berada 
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Keluarga merupakan. wadah yang pertama-tama clan merupakan dasar yang 

fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. 

Pengaruh orang-orang di dalam rumah tangga berperan penting terhadap 

anak-anak. Rumah tangga yang berantakan dapat membawa pengaruh psikologis 

buruk bagi perkembangan mental dan pendidikan anak karena dasar pribadi si anak 

terutama di bentuk dalam lingkungan rumah tangga. 

Keadaan rumah tangga yang sering mempengaruhi jiwa si anak adalah 

keluarga yang tidak normal (broken home) di mana keluarga yang tidak normal ini 

dapat disebabkan karena : 

Orang tua berpisah ( cerai) 

- Kematian salah satu orang tua atau kedua-duanya 

- Ketidak hadiran dalam tenggang waktu yang lama secara kontinyu dari salah 

satu atau kedua-duanya. Misalnya dikarenakan sibuknya orangtua dengan 

urusannya masing-masing, maka orang tua kurang memperhatikan 

perkembangan si anak, dan ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan si anak 

yang akan mendorong suatu pemberontakan dalam jiwanya; yang terwujud 

menjadi perbuatan nekad oleh si anak. 

Dalam keadaan keluarga yang broken home ini maka dalam keluarga ini 

terjadi disintegrasi, sehingga keadaan ini mempengari pengaruh yang kurang 
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menguntungkan terhadap perkembangan anak. Broken home memberikan potensi 

yang cukup kuat untuk si anak menjadi jahat. 

Seperti telah penulis uraikan bahwa dengan sibuknya masing-masing orang 

tua dengan pekerjaannya sehingga orang tua tidak sempat untuk memberik:an 

perhatiannya terhadap pendidikan anaknya. Tidak jarang orang tua tidak dapat 

bertemu dengan anak-anaknya. Misalnya saja orang tua kembali dari pekerjaannya 

tetapi anaknya tidak dijumpai di rumah. 

Peranan orang tua dalam rumah tangga terhadap anak-anaknya harus 

mengerti terhadap kebutuhan-kebutuhan pisik moral dan sosial anaknya, dan orang 

tua dalam memberi pengarahan haruslah bijaksana bilamana terjadi perselisihan 

antara anak-anaknya 

Kurangnya pengawasan dari orang tua serta tidak pengertian orang tua 

adalah dasar yang bisa rnenyebabkan si anak untuk berbuat kejahatan. 

b. Faktor Lingkungan Pergaulan 

Faktor lingkungan pergaulan tidak berdiri sendiri, tetapi telah disertai faktor 

lain, umparnanya faktor keluarga. Misalnya kurangnya perhatian orang tua ataupun 

perceraian orang tua, mengakibatkan si anak frustrasi dan tidak tahu kernana harus 

rnengadu yang akibatnya si anak bergaul dengan anak-anak yang sependeritaan 

dengannya Untuk melarnpiaskan rasa kesal yang ada pada diri si anak tadi rnaka 

rnereka akan rnelakukan keonaran ataupun kejahatan. 
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Lingkungan tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial ialah masyarakat/ 

lingkungan pergaulannya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari 

masyarakat. Anak dibentuk dari anggota masyarakat dan ia juga sebagai anggota 

masyarakat membutuhkan masyarakat. 

Jika dalam pembentukan masyarakat itu baik, maka akan membawa anak 

kepada pembentukan tingkah laku yang baik pula. Karena anak-anak sifatnya suka 

meniru. 

Dapat kita bayangkan akibat perkembangan si anak apabila ia berada dalam 

lingkungan pergaulan yang tidak baik, seperti berada di tengah-tengah lingkungan 

yang tidak menghormati peraturan, lingkungan yang suka membuat kerusuhan, 

yang biasa dalam hal memaki ataupun mengeluarkan kata-kata kotor serta bergaul 

di tengah-tengah lingkungan tempat perjudian ataupun menjual minum-minuman 

keras. Hal ini menjadi bibit yang menyebabkan si anak akan terbiasa berbuat dan 

melihat hal-hal yang belum pantas di lihat dan diperbuat, maka si anak akan lebih 

berani berbuat terhadap sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma yang ada 

dalam masyarakat atau norma hukum lainnya. 

Unsur lingkungan adalah sangat penting, hal tersebut mudah dimengerti 

oleh karena seseorang akan letih mencurahkan perhatiannya ke arah gejala-gejala 

sosial, sebagaimana para ahli hukum menitik beratkan perhatiannya terhadap 

pelanggaran norma-norma hukum. 
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c. Faktor ekonomi 

Faktor ekonomi yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah ekonomi 

yang berlebihan terhadap si anak atau keadaan keuangan si anak yang tidak 

terkontrol oleh orang tua yang mengakibatkan si anak terbiasa atau hidup mewah. 

Kebiasaan yang hidup mewah ini apabila suatu saat kebiasaan tersebut tidak 

terpenuhi maka si anak akan berbuat sekehendak hatinya yang dapat memenuhi 

kebutuhannya misalnya dengan cara menodong, membongkar dan mencuri akan 

tetapi adakalanya si anak akan melakukan pencurian dalam keluarga itu sendiri. 

J adi, faktor ekonomi yang berlebihan inilah yang penulis maksudkan dapat 

menimbulkan kejahatan terhadap anak sehingga ia terbiasa hidup berfoya-foya. 

d. Faktor Pendidikan 

Pendidikan adalah salah satu faktor yang mendukung atau menentukan si 

anak berbuat jahat atau tidak. Pendidkan yang kurang tentu saja lebih cenderung 

berbuat jahat, misalnya pendidikan keagamaan yang dimiliki si anak masih kurang 

tentu saja ia akan seenaknya saja berbuat suatu kejahatan sebab ia tidak 

mengetahui bahwa perbuatanriya itu adalah suatu perbuatan yang tercela. 

Jadi dalam hal ini pendidikan si anak yang kurang tentu saja dapat 

mengakibatkan atau salah satu faktor ia berbuat kejahatan sebab tanpa ia sadari/ 

ketahui bahwa apa yang ia lakukan itu bertentangan dengan hukum sebab moral 

clan mental si anak kurang. 
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e. Faktor Mass Media 

Mass media dalam hal ini dimaksudkan adalah seperti bioskop, buku-buku, 

iklan serta bacaan lainnya yang berisikan berita-berita emosional yang menarik 

perhatiannya si anak. 

Melalui bioskop yang memutar film-film keras seperti pembunuhan, 

pembongkaran dan penodongan tentu saja menjadi bahan perhatian yang serius 

dari si anak dan tentu saja dapat menjadi pedoman bagi dirinya untuk berbuat 

kejahatan seperti mencuri. 

ad.2. Fak:tor Intern (dari dalam diri si pembuat) 

Faktor dari dalam diri si pembuat atau faktor intern adalah faktor yang 

datangnya dari dalam tubuh atau jiwa manusia itu sendiri, tanpa pengaruh 

lingkungan sekitamya. Faktor ini meliputi: 

a. Faktor Kecerdasan 

Pak.tor kecerdasan ini biasa disebut dengan intelegensia yaitu kemampuan 

seseorang untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi atau memecahkan 

suatu problema yang dihadapi. 

Bila seorang anak yang Intelegensia Quesioner (IQ) nya di atas rata-rata 

pandai (90 - 100) si anak tersebut dalam melakukan suatu perbuatan selalu 

memperhitungkan untung ruginya dari perbuatan yang dilakukannya serta 
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memperhitungkan tempat, keadaannya agar tidak diketahui orang sewaktu 

melakukan perbuatan jahat tersebut. 

b. Faktor Umur (Usia) 

· Umumnya dapat ditentukan dengan mudah dan cermat umur tiap-tiap 

individu, tetapi sukar menentukan kematangan psikis maupun fisik. Tidak sama 

jauhnya pertumbuhan antara kematangan fisik yang dipengaruhi oleh makanan, 

kesehatan, dan keturunan. 

c. Faktor Jenis Kelamin 

Perbedaan jenis kelamin memang dapat mempengaruhi tindakan sikap. Hal 

ini dapat diterima bahwa anak laki-laki lebih agresif dibandingkan dengan anak 

perempuan. Menurut penelitian bahwa anak laki-laki lebih banyak berurusan di 

Pengadilan maupun di Lembaga Pemasyarakatan dibandingan dengan wanita. 

Jadijenis kelamijuga menjadi faktor terjadinya kejahatan, di mana laki-laki 

lebih berani dibandingkan dengan perempuan. 

d. F aktor Kedudukan Dal am Keluarga 

Kedudukan yang dimaksud adalah urutan-urutan kelahiran dalam 

keluarga, di mana kedudukan seorang anak mempengaruhi terhadap diri jiwa s1 

anak, apakah ia anak tunggal, anak sulung, anak bungsu, anak pria satu-satunya 

dari antara saudara-saudaranya ataupun sebaliknya bagi wanita, sehingga 
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perlakuan orang tua terhadap masing-masing kedudukan anak-anak di atas berbeda 

satu sama lainnya. Karena keluarga adalah merupakan lingkungan yang terdekat 

bagi seorang anak, maka apa yang diperoleh dan dialami si anak dari keluarga 

dalam kehidupan sehari-hari akan mempengaruhi perkembanganjiwa si anak. 

Jadi dalam hal ini kedudukan si anak dalam keluarga dapat juga 

menimbulkan kejahatan bagi dirinya di mana dalam keluarga seseorang itu biasa 

untuk dimanjakan, karena ia dimanjakan tentu saja sifat manja tersebut tidak dapat 

dirobahnya dan tentu saja sifat manja itu terbawa ke luar lingkungan keluarga 

sehingga ia akan berbuat jahat apabila sifat manja tersebut tidak dapat terpenuhi 

dalam pergaulannya sehari-hari. 

Dengan adanya berbagai uraian tersebut di atas maka sud.ah jelaslah bagi 

kita apa yang menyebabkan seseorang itu berbuat jahat, dan seterusnya apabila kita 

membahas lebih lanjut mengapa seseorang anak itu melakukan pencurian dalam 

kalangan keluarga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 367 KUH Pidana tersebut. 

mengenai hal ini sampai terjadi, akan tetapi menurut pendapat penulis pencurian 

dalam kalangan keluarga dapat terjadi karena berbagai faktor seperti : 

- Kebiasaan orang tua memberikan kehidupan yang berfoya-foya terhadap anak. 

- Kebiasaan orang tua yang memanjakan anak-anaknya. 

Orang tua yang terlalu pelit terhadap anak-anaknya. 

- Kebiasaan orang tua yang sembarangan meletak:kan barang-barang berharga 

seperti emas, uang dan lain-lain. 
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- Kurangnya pengetahuan si anak. 

- Kurangnya moral si anak. 

Kurangnya bimbingan orang tua terhadap si anak mengenai ketaatan agama, 

moral dan mental. 

Jadi menurut penulis hal tersebut di ataslah yang menyebabkan seorang 

anak dalam rumah melakukan pencurian terhadap harta benda orang tuanya dan 

demikian pula kalangan keluarga lain yang melakukan pencurian terhadap harta 

benda orang tuanya dan demikian pula kalangan keluarga lain yang melakukan 

pencurian seperti suami kakak, ipar, saudara dan lain-lain hal iiri juga disebabkan 

berbagai faktor agar mengapa ia tega melakukan pencurian dalam kalangan 

keluarga sendiri dan hal ini disebabkan : 

- Merasa tidak akan di hukum apabila melakukan pencurian di kalangan keluarga 

sendiri. 

- Menganggap bahwa pencurian yang dilakukan tidak terjadi apa-apa. 

- Kurangnya tenggang rasa antara keluarga. 

Dengan demikian maka jelaslah kita ketahui bersama apa yang menjadi 

penyebab seseorang itu melakukan pencurian. 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

l .~an kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam delik aduan yang 

~rf, dimana pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan 

. dan pengaduan itu dapat dicabut apabila adanya hal:-hal yang baru yang 

ditemui dalam perkara tersebut dimana pengadu dalam hal ini adalah 

pihak yang dirugikan. Dikatakan dalam delik aduan yang relatif, karena 

dapat juga pencurian kendaraan bermotor ini ditindak lanjuti oleh pihak 

kepolisian meskipun tidak ada pengaduan terhadap kasus-kasus tertentu 

seperti tertangkap tangan. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal 

penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak 

hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai 

berikut: 

a. Sebagai penegak hukum 

b. Sebagaipengayom 

c. Dan sebagai pembimbing masyarakat. 

Pencurian kendarawaan bermotor dewasa ini mengalami pertumbuhan 

dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi 

sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan 

kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan 
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suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum 

melalui pelbagai cara. 

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal 

memberantas pencurian kendaraan bermotor di Kotamadya Medan 

dapat dikategorikan pada tindakan dengan menggunakan metode 

preventif fan metode reformatif. 

B. Saran 

1. Untuk: mengatasi masalah pencurian kendaraan bermotor yang 

berlangsung di Kotamadya Medan hendaknya aparat Kepolisian tidak 

hanya tertuju kepada pemain-pemainnya semata tetapi lebih agresif 

dengan cara menciduk gembong maupun juga penadahnya. 

2. Kepada masyarakat luas hendaknya dapat lebih bersikap hati-hati dalam 

hal mengawasi kendaraan bermotor miliknya sehingga tidak 

memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menunaikan 

niatnya. 
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